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Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) 
Provinsi  Jawa Timur

• Komite Daerah Ekonomi 
dan Keuangan Syariah 
(KDEKS) Provinsi Jawa 
Timur Periode 2022-
2024 di Gedung Negara 
Grahadi Surabaya pada 
Kamis 15 Desember 
2022 oleh Gubernur 
Jatim, Khofifah Indar 
Parawansa 
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Struktur KDEKS Jawa Timur

Ketua / Gubernur

Ketua Harian / Wakil 
Gubernur

Manajemen 
Eksekutif

Direktur / Wakil 
Gubernur

Sekretaris

Sekda
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Manajemen Eksekutif KDEKS Jawa Timur

Direktur Eksekutif

Wakil Gubernur

Wakil Direktur Eksekutif I

Prof. Dr Muhamad Nafik 
Hadi R, M.Si

Direktorat

Industri Produk Halal

Prof Setyo Gunawan

Dr. Hj. Siti Nur Husnul 
Yusmiati, S.T. M.Kes

Jasa Keuangan Syariah

Ummi Rodyah

M Pramudya Iskandar

Keuangan Sosial 
Syariah

Dr. Husnul Khuluq, 
MM

Dr. Bayu Arie Fianto. SE, 
MBA. Ph.D

Infrastruktur Ekosistem 
Syariah

Dr. Leo Herlambang, SE, 
MM

Prof. Masdar Hilmy, MA, 
Ph.D

Bisnis dan Kewirausahaan 
Syariah

Gus M. Ghofirin, S.pd MPd

Rois Iskandar Maming

Wakil Direktur Eksekutif I

Prof. Abdul Mongid, Ph.D
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Tugas KDEKS

KDEKS

Sinkronisasi

Menjahit

Merajut 

Kegiatan / Program Ekonomi Syariah di Jawa Timur

• Apa Yang Sudah Dilakukan Sebelumnya

• Membangun Sinergitas Bersama

• Memperkuat Ekonomi Syariah Di Jawa Timur.

Koordinator, 
Inisiator 
bukan 

Eksekutor
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Sinergitas Untuk Pengembangan 
Ekonomi Syariah di Daerah

• KDEKS sebagai Inisiator 
dan Koordinator

Pemerintah

Bisnis
Akademis / 
Pesantren

Implementator
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Sinergitas untuk Ekonomi Syariah di 
Jawa Timur

Gubernur 
Khofifah Secara 
Eksplisit 
Memintagar Agar 
KDEKS:

• Menyingkronkan

• Menjahit

• Merajut 

Apa Yang 
Sudah 

Dilakukan 
Sebelumnya

Membangun 
Sinergitas 
Bersama
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Kolaborasi, Kerjasama dan Sinergi untuk 
Ekonomi Syariah 

Kolaborasi merupakan proses kerjasama dari gagasan atau ide untuk untuk mnecapai 
tujuan yang sama. 

Kerjasama merupakan proses korporasi antara kelompok / Lembaga yang dengan tujuan 
dan pengertian serupa dan pencapaian suatu benefit atau keuntungan bersama. 

Sinergi merupakan proses interaksi yang akan menghasilkan keseimbangan harmonis 
sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang optimum. sinergi adalah 1 + 1 > 2. Sinergi 

merupakan interaksi bersama. 

Sinergi adalah Membangun kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis 
dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan 

berkualitas.
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Kolaborasi Untuk Tujuan Bersama
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Mitra Strategis KDEKS 

Nasional 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

•Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

KebudaYaan;

•Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

•Menteri Agama;

•Menteri Perindustrian;

•Menteri Perdagangan;

•Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

BAPPENAS;

•Menteri Badan Usaha Milik Negara;

•Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

•Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Barekraf;

•Ketua Dewan Komisioner OJK;

•Gubernur BI;

•Ketua Dewan Komisioner LPS;

•Ketua Umum MUI;
•Ketua Umum KADIN. 

Daerah

• Kemenkeu

• Bank Indonesia

• Otoritas Jasa Keuangan

• Kemenag

• BUMN

• Pondok Pesantren

• MUI

• KADIN

• Univeritas 

• dll

Bupati / Walikota 
sebagai kunci 

pengembangan ekonomi 
syariah

11



Mitra Strategis Program KDEKS
No Program Patner Strategis

1 Percepatan mewujudkan lebih banyak lagi RPH (rumah 

potong hewan) halal 

Pemprov, Kemenag, 

Pemkab/Kota, KADIN

2

Fasilitasi sertifikasi halal pada produk - produk UMKM 

Pemprov, Kemenag, Kementerian 

Perdagangan, Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH)
3

Peningkatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah

Bank Indonesia (BI)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kemenkeu, Universitas. Pondok 

Pesantren

4
Peraturan Daerah 

Pemprov, Kemendagri, DPRD

5
Integrasi Program LAZNAS dan Islamic Social Finance 

LAZNAS, BAZNAS
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Kinerja Ekonomi Syariah 
Jawa Timur

Modal Dasar
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Halal Centre / Lembaga Pendamping Proses 
Produk Halal (LP3H) di Jawa Timur

2021

38

2024

57
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JAWA TIMUR:   4 LPH

https://digitalisasi.isef.co.id/main/sihalal/dashboard

2
0
2
1

15



JAWA TIMUR: 11 LPH

https://digitalisasi.isef.co.id/main/sihalal/dashboard

2
0
2
4
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Rumah Potong Hewan Halal (R /U)

2021

55
2024

206
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Zona Kuliner Halal Aman Sehat (ZONA KHAS) 

2021

• 0

2022

•3
•ITS 
• Soto Bok Ijo Kota Kediri
•Kediri Town Square  

KPw BI Kediri, Pemerintah Kota Kediri, MUI, Kadin dan UIN 
SATU Tulungagung

18



19



KPw BI Kediri, 
Pemerintah Daerah, 
MUI, Kadin dan UIN 
SATU Tulungagung
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Fokus Pengembangan: 
1. Makanan dan Minuman 
2. Kosmetik
3. Consumer Goods

Halal Eco-System yang paripurna untuk 
industri halal yang berada di dalam kawasan, 
terutama kepada IKM yang bergerak di bidang 
makanan dan minuman, kosmetik dan 
kesehatan, menyediakan bahan baku halal 
untuk keperluan industri dalam memproduksi 
produk halal

Fasilitas penjaminan halal: 
▪ Tenaga penyelia halal
▪ Logistik & pergudangan halal
▪ Pusat pelatihan halal

▪ Laboratorium uji produk halal
▪ Lembaga keuangan syariah

Kawasan Industri Halal (KIH) Sidoarjo Safe and Lock Halal 
Industrial Park di Sidoarjo merupakan upaya memperkuat daya 
saing produk halal dan menjadi inovasi pengembangan ekonomi 
dan keuangan syariah Indonesia. 
Luas lahan tersedia 148 Ha, saat ini telah terdapat 39 
tenant di  KIH dan total investasi 150 M.

EKONOMI

KREATIF

SAFE N’ LOCK
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL
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Prestasi Ekonomi Syariah Jawa Timur 2023

Juara Umum

• Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kategori Keuangan Syariah

• Juara 5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kategori Industri Halal

• Juara 1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur

C.     Kategori Keuangan Mikro Syariah

• Juara 1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur

D.     Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

• Juara 2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur

E.     Kategori Zona KHAS (Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat)

• Juara 2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur

F.      Kategori Program Inkubasi Usaha Syariah

• Juara 1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
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Prestasi Ekonomi Syariah Jawa Timur 2024

Kategori Keuangan Syariah    Juara 4

Kategori Industri Halal Juara 3

Kategori Keuangan Sosial Syariah Juara 5

Kategori Keuangan Mikro Syariah Juara 1

Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Juara 2

Kategori Kelembagaan Daerah Pengembangan Ekonomi Syariah   Juara 4

Kategori Zona KHAS (Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat)   Juara 4

Kategori Program Inovasi pada Sektor Ekonomi Syariah Juara 3

23



Tantangan 
-------------------------------------------------

24



Infrastruktur Regulasi Ekonomi Syariah

• Ekonomi Syariah 
merupakan hal 
baru.

• Inisiatif tergantung 
visi Kepala Daerah

• Perlu masuk dalam 
RPJMN, RPJMD dan 
Bappenas
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SEMOGA KESEPAKATAN INI SEGERA TEREALISASI DALAM BENTUK 
SURAT KEPUTUSAN
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Alokasi APBD untuk Edukasi dan 
Pemberdayaan Ekonomi Syariah

• Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa
Timur Nomor 188/600/KPTS/013/2016 
tanggal 25 Oktober 2016 tentang
pembentukan Satuan Tugas Akselerasi
Ekonomi Syariah (SATU AKSES)

• Komitmen pemerintah daerah Provinsi 
Jawa Timur terhadap pengembangan 
ekonomi dan keuangan Syariah juga 
sudah tertuang dalam

• Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD) Provinsi Jawa Timur 2019. 

• Menyatakan upaya pengembangan 
pembiayaan ekonomi syariah yang 
merupakan salah satu arah kebijakan 
keuangan daerah. 
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Ekonomi Syariah di RPJMD 2019-2024
Sektor Pariwisata Ramah Muslim

1. Pengembangan wisata ramah Muslim (halal 
tourism) mencakup pemenuhan ketersediaan 
makanan dan minuman halal di lokasi wisata, 
kemudahan fasilitas untuk bersuci dan beribadah 
serta sarana, fasilitas dan pelayanan tidak 
bertentangan dengan norma-norma kesusilaan 
dan nilai Syariah

Sektor Makanan/Minuman dan Produk Halal  
1. Penguatan kualitas produk KUKM diantaranya 

dalam bentuk fasilitasi standarisasi KUKM dengan 
jenis standarisasi terdiri dari standarisasi halal, 
SNI, ISO dan merk. 

2. Peningkatan daya saing komoditi peternakan 
untuk mengoptimalisasi peningkatan kualitas 
mutu produk, pemasaran hasil dan penambahan 
unit usaha produk hewan yang memenuhi 
standard ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Sektor Keuangan Syariah 
1. Mendorong spin-off Bank Jatim Syariah paling 

lambat pada 2023. 
2. Mendorong peranan Koperasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syariah/BMT meningkatkan program 
inklusi keuangan Syariah. 

3.  Mendorong Digitalisasi Koperasi Syariah,  Toko 
Online Milik Koperasi (Tomiko) dan kolaborasi 
dengan berbagai pihak seperti ecommerce. 

Sektor Fesyen Muslim 
1. Menyelenggarakan promosi/pameran skala 

internasional 
2. Program pelatihan ekspor 
3. Program fasilitasi penerbitan Surat Keterangan 

Asal (SKA)  Program penghargaan eksportir 
berprestasi
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Inisiatif KDEKS

• Penguatan Ekonomi Syariah di Rencana 
Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)

Mendorong infrastruktur 
Ekonomi Syariah 

• Rapat Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Jawa Timur

Edukasi dan Koordinasi 
dengan Pemkab dan 

Pemkot

• RPH / RPU

• Produk UMKM

Penguatan dan 
Percepatan Sertifikasi 

Halal

• Apresiasi dan Kontestasi

• 8 Kategori

Inisiasi Syariah Award 
Jawa Timur – Adinata 

Syariah Daerah
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KRITERIA SYARIAH AWARD TAHUN 2024

Faktor Penilaian :
1. Aspek Regulasi dan Perencanaan
2. Aspek Program dan Implementasi
3. Aspek Realisasi
4. Aspek Lainnya

1. Kategori Keuangan Syariah   

2. Kategori Industri Halal   

3. Kategori Keuangan Sosial Syariah  

4. Kategori Keuangan Mikro Syariah  

5. Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

6. Kategori Ekonomi Hijau & Keberlanjutan 

7. Kategori Kelembagaan syariah                

8. Kategori Zona KHAS/ Wisata Ramah Muslim  

9. Kategori Inkubasi Usaha Syariah  

10.Kategori Inovasi di Sektor Ekonomi Syariah
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Kesimpulan

Jawa Timur adalah provinsi dengan perkembangan ekonomi yang paling 
dinamis sehingga potensi menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi 
nasional

Komitmen Gubernur dalam mengembangkan ekonomi syariah di Jawa Timur 
sangat kuat

Pengembangan ekonomi syariah adalah perjuangan dan  sinergi semua 
Stakeholder
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Terimakasih
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